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PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (5) dan

Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pariwisata tentang Hasil Pemetaan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Pedoman Nomenklatur Perangkat

Daerah Bidang Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
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2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5262);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan

Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 39);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 545);

10. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi

Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1145);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG HASIL

PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu

gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur

pembantu bupati/walikota dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota.

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

5. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pariwisata yang

selanjutnya disingkat UPTD Pariwisata adalah lembaga

yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi,

kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap

pembangunan kepariwisataan.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Pariwisata.
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BAB II

PEMETAAN URUSAN

Pasal 2

Hasil pemetaaan urusan dan sub urusan pemerintahan

bidang pariwisata merupakan hasil perhitungan nilai variabel

Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota bidang pariwisata dan sub urusan ekonomi

kreatif setelah dikalikan faktor kesulitan geografis.

Pasal 3

Hasil pemetaaan urusan dan sub urusan pemerintahan

bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Hasil pemetaan urusan dan sub urusan pemerintahan bidang

pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan

oleh pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan

perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran.

Pasal 5

(1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakaan oleh

unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata sebagai

dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional.

(2) Sub urusan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 digunakaan oleh unit kerja di lingkungan

Badan Ekonomi Kreatif sebagai dasar pembinaan teknis

kepada daerah secara nasional.
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BAB III

BENTUK, TIPE DAN NOMENKLATUR

PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang

melaksanakan fungsi penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan bidang Pariwisata berbentuk Dinas.

(2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas

Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam bentuk

UPTD Pariwisata.

(3) Pembentukan UPTD Pariwisata sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

atau Peraturan Bupati/Walikota.

(4) Dalam pembentukan UPTD Pariwisata di tingkat provinsi,

pemerintah daerah provinsi dapat berkonsultasi dengan

Menteri.

(5) Dalam pembentukan UPTD Pariwisata di tingkat

kabupaten/kota, pemerintah daerah kabupaten/kota

dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah provinsi

atau Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD

Pariwisata untuk provinsi diatur dengan Peraturan

Gubernur sedangkan untuk UPTD Pariwisata

Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan

Bupati/Walikota.

Pasal 7

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.

(2) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

mewadahi beban kerja yang besar, tipe B untuk

mewadahi beban kerja yang sedang, dan tipe C untuk

mewadahi beban kerja yang kecil.

(3) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel
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Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota bidang pariwisata dan sub urusan

ekonomi kreatif setelah dikalikan faktor kesulitan

geografis.

Pasal 8

Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang pariwisata di provinsi adalah Dinas

Pariwisata Provinsi.

Pasal 9

Nomenklatur Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang Pariwisata di kabupaten/kota adalah

Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan tipe dan perhitungan nilai variabel

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Urusan Pemerintahan

bidang pariwisata tidak memenuhi syarat untuk dibentuk

Dinas Pariwisata Provinsi atau Kabupaten/Kota sendiri, harus

digabung dengan Urusan Pemerintah yang serumpun sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tipelogi organisasi dan nomenklatur perangkat daerah Dinas

Pariwisata ditetapkan berdasarkan hasil pemetaan tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selain

menyelenggarakan urusan kepariwisataan, juga

menyelenggarakan dan mewadahi sub urusan ekonomi

kreatif.
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Pasal 13

Jumlah bidang yang menangani tugas dan fungsi urusan

kepariwisataan serta tugas dan fungsi sub urusan ekonomi

kreatif disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah

masing-masing.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Paragraf 1

Dinas Pariwisata Provinsi

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi tipe A

terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.

(2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi tipe B

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.

(3) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Tipe C

terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata tipe A sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri atas 1 (satu)

sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas 3 (tiga) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 16

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi tipe B

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), terdiri

atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga)

bidang.
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 17

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Provinsi tipe C

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terdiri

atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua)

bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Paragraf 2

Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

Pasal 18

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

tipe A terdiri atas paling banyak 4 (empat) bidang.

(2) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

tipe B terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang.

(3) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

tipe C terdiri atas paling banyak 2 (dua) bidang.

Pasal 19

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1),

terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4

(empat) bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas 3 (tiga) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.
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Pasal 20

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2),

terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga)

bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 21

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota

tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3),

terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua)

bidang.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas 2 (dua) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 22

Pembagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi dan

Kabupaten/Kota, didasarkan pada pendekatan tugas dan

fungsi sesuai dengan tipelogi dinas pada masing-masing

provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pariwisata

Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sedangkan

untuk Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota ditetapkan dengan

Peraturan Bupati/Walikota.
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BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Hasil pemetaan urusan dan sub urusan pemerintahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,

dan Pasal 5 dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian

Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif berkoordinasi

dengan Kementerian Dalam Negeri.

(3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan bersama Pemerintah Daerah.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sejak

peraturan menteri ini ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2016

MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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